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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI

DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ooa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi

Hutan dalam mendukung keberlanjutan kebijakan

pembangunan di bidang kehutanan dan menjaga fungsi

ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, seluruh

kegiatan usaha di dalam kawasan hutan wajib memiliki

perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan,

kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan

ancaman sanksi pidana bagi yang melakukan

pelanggaran;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang, dimuat terobosan kebijakan baru

dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu

mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum

dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat

administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan,

keselamatan, dan/atau lingkungan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan,

d. bahwa . .
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bahwa penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara
belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang
Kehutanan, dan formula penghitungan denda
administratif yang diatur dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan sudah tidak efektif lagi
dengan dibuktikan masih minimnya verifikasi dan
penghitungan besaran denda administratif kegiatan
usaha terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan
di bidang kehutanan baik untuk kegiatan perkebunan,
pertambangan, dan/atau kegiatan lain dikarenakan tidak
sederhananya atau rumitnya rumus atau cara
penghitungan denda administratif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf 4,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda
Administratif di Bidang Kechutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG
KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal
dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 26 Pasal 1 diubah dan ditambahkan

3 (tiga) angka, yakni angka 27, angka 28, dan angka 29
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai Hutan tetap.

3. Hutan . . .
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Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya.

Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan
kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang
perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah,
Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menerbitkan
Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

lzin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman
modalnya.

Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang
menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

12. Perizinan . . .
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12. Perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di
bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan
kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai
Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau
pelepasan Kawasan Hutan.

13. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah
persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan
Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau
Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan
yang diterbitkan oleh Menteri.

14. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah
persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan
Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan Kawasan Hutan.

15. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/
perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikenai kepada Setiap Orang atas
dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

16. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung atas
layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang
diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah
Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan
dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan
belanja negara.

17. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya
disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan
sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan
dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan
negara.

18. Dana . . .
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Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah
dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang
tumbuh alami dari hutan negara.

Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis
yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang
berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah
terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Denda Administratif adalah Sanksi Administratif
berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang
untuk melakukan pembayaran sejumlah uang
tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan
Hutan secara tidak sah.

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah
tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk
menghentikan kegiatan pelanggaran pertambangan,
perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam
Kawasan Hutan.

Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah
persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk
menjalankan kegiatan usaha yang telah terbangun
dan/atau beroperasi di kawasan Hutan Lindung
dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

Surat Peringatan adalah pemberitahuan tertulis yang
dikeluarkan oleh Menteri terhadap tindakan
pelanggaran oleh Setiap Orang karena tidak
melaksanakan Sanksi Administratif.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

* Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

25.

26.

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

27. Penguasaan . . -



SK No 085957 A

27.

28.

29.

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

< =

Penguasaan Kembali adalah tindakan yang dilakukan
oleh Pemerintah guna menyelamatkan dan
menertibkan penguasaan Kawasan Hutan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan adalah
satuan tugas yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan dalam rangka penertiban
Kawasan Hutan.

Paksaan Pemerintah adalah tindakan yang dilakukan
oleh Pemerintah terhadap Setiap Orang yang
melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam
Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan.

Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(©)

4)

Pasal 3

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di
dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.

Jika  penyelesaian  persyaratan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai
Sanksi Administratif.

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain
yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai
Sanksi Administratif.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) berupa:

a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

b. Denda . . .
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b. Denda Administratif;
¢. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. Paksaan Pemcrintah;

Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Setiap Orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dikenai tindakan Penguasaan
Kembali.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

()

Pasal 6

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang
telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan dilakukan
oleh Menteri dan/atau Satuan Tugas Penertiban
Kawasan Hutan.

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. data dan informasi kegiatan usaha perkebunan
kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan;

b. data dan informasi kegiatan usaha

pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan
lain yang telah terbangun di dalam Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) yang tidak memiliki Perizinan di bidang
kehutanan;

c. penetapan data dan informasi kegiatan usaha

yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan;
dan/atau

d. data dan informasi hasil pemutakhiran sesuai

hasil identifikasi dan verifikasi oleh Menteri
dan/atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan
Hutan.

4. Diantara . . .
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Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang
yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan
di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. pembayaran Denda Administratif; dan/atau
b. pencabutan Perizinan Berusaha;

(2a) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Setiap Orang yang tidak menyelesaikan
persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dapat dikenakan Sanksi Administratif
berupa tindakan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran
Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali
besaran PSDH dan DR.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 30
diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan
Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai
Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda
Administratif dan/atau tindakan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda
Administratif dan/atau tindakan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas
Penertiban Kawasan Hutan.

(3) Pembayaran . . .






